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PERATURAN GUBERNUR BANTEN 

NOMOR  33  TAHUN 2018 

TENTANG 

STANDAR SATUAN HARGA PROVINSI BANTEN  

TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR BANTEN, 

Menimbang  :  a.  bahwa dalam penyusunan dokumen perencanaan dan 

penganggaran belanja program dan kegiatan pada 

satuan kerja perangkat daerah, diperlukan standar 

satuan harga yang dibakukan sebagai acuan dalam 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Standar Satuan Harga Provinsi 

Banten Tahun Anggaran 2019. 

 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor  23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4738); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533); 

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 

2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 511); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 

2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2, Seri A); 

15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur 

Banten Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 

Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 

Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah 

Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 3). 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan   :  PERATURAN  GUBERNUR   TENTANG STANDAR 

SATUAN HARGA PROVINSI BANTEN TAHUN 

ANGGARAN 2019. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Banten. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.  

3. Gubernur adalah Gubernur Banten. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan 

sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai 

dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 

ditetapkan  dengan Peraturan Daerah. 

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang. 

9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah 

Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 
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mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan 

dan belanja daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah 

pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas 

sebagai Bendahara Umum Daerah. 

12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 

13. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat 

Daerah. 

14. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang 

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah.   

15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK 

adalah  pejabat pada unit kerja satuan kerja perangkat daerah yang 

melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 

untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah 

dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 

untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah 

dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

18. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang 

ditunjuk untuk membantu Bendahara Penerimaan dalam menerima, 

menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah 

dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. 



- 6 - 

 

19. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang 

ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran dalam menerima, 

menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah 

dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

20. Unit Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

melaksanakan satu atau beberapa program. 

21. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD 

adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang 

dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan 

serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola 

keuangan daerah, dan pejabat lainnnya sesuai dengan kebutuhan. 

22. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang 

menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan 

pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut 

yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, 

memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 

23. Program adalah penjabaran kebijakan satuan kerja perangkat daerah 

dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan 

menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil 

yang terukur sesuai dengan misi satuan kerja perangkat daerah. 

24. Kegiatan adalah sebagian dari program yang dilaksanakan oleh satu 

atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah  sebagai 

bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan 

terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang 

berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk 

peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke 

semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk 

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa. 

25. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 

26. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

barang milik daerah. 
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27. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak 

terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 

28. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara 

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 

29. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh 

atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal 

dari perolehan lainnya yang sah. 

30. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalan Pegawai 

Negeri Sipil yang terdaftar di Pemerintah Provinsi Banten. 

31. Non PNS Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Non PNS adalah 

masyarakat, PNS Kabupaten/Kota/Pusat, dan TNI/POLRI. 

 

Pasal 2 

(1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan 

bagi SKPD dalam menentukan harga tertinggi yang dituangkan dalam 

RKA SKPD pada APBD Tahun Anggaran 2019. 

(2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan dalam rangka 

mewujudkan keterpaduan, keserasian, tepat waktu, tepat mutu, tepat 

sasaran, dan disiplin anggaran dalam penyusunan APBD Tahun 

Anggaran 2019. 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

(1) Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, 

meliputi: 

a. Standar Satuan Harga Belanja Pegawai pada Belanja Tidak 

Langsung, Belanja Pegawai pada Belanja Langsung, dan Belanja 

Barang dan Jasa; 

b. Standar Satuan Harga Biaya Operasional dan Biaya Pendukung 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah. 

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
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(3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

BAB III 

KENTENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Banten. 

 

Ditetapkan di Serang 

pada tanggal 3 Agustus 2018 

GUBERNUR BANTEN, 

 

ttd 

 

WAHIDIN HALIM 

Diundangkan di Serang 

pada tanggal 3 Agustus 2018 

Plh. SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI BANTEN, 

 

ttd 

 

INO S. RAWITA  

 

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 NOMOR 33 

 
 Salinan sesuai dengan aslinya 

 KEPALA BIRO HUKUM, 
  
 ttd 

  
 AGUS MINTONO, SH. M.Si 

 Pembina Tk. I 
 NIP. 19680805 199803 1 010 

 


